Menimbang

Mengingat

BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

a. bahwa dengan ditetapkannya peraturan Bupati
Maluku Barat Daya Nomor 41 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Maluku Barat Daya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Maluku Barat Daya;

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di
Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 4877);



. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5315);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5430

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 119);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009
Tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam
Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi
Kemasyarakatan Dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam
Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
291);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah

Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016 Nomor 9).



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
MALUKU BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten
Maluku Barat Daya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah;

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya;

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku
Barat Daya,;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku
Barat Daya,;

Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Maluku Barat Daya;

Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur Penunjang
Pemerintah Daerah dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah;

Satuan Organisasi adalah bagian dalam organisasi pemerintahan
pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan

Daerah;

11.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil

dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya



didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta

bersifat mandiri untuk mencapai tujuan organisasi;

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional

yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Barat Daya, maka Susunan

Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:

a.

b.

7Q

Kepala Badan;

Sekretariat, membawahkan:

1) Sub Bagian Penyusunan Program;
2) Sub Bagian Tata Usaha;

3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

membawahkan:
1) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

2) Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.

. Bidang Politik Dalam Negeri,membawahkan:

1) Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
2) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.

. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi

Kemasyarakatan, membawahkan :

1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;

2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional,

membawahkan:

1) Sub Bidang Penanganan Konflik;

2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analis, Evaluasi Informasi dan
Kebijakan Strategis.

Unit Pelaksana Teknis

. Kelompok Jabatan Pelaksana Fungsional.



BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 3

Tugas pokok dan fungsi kepala badan kesatuan bangsa dan politik adalah
membantu Bupati menyelenggarakan pengoordinasian kebijakan umum
dan teknis badan kesatuan bangsa dan politik yang dalam pelaksanaan

tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud,
kepala badan kesatuan bangsa dan politik, mempunyai uraian tugas :

a. Menyelenggarakan kebijakan teknis dan menetapkan rencana
strategis badan kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan yang
berlaku;

b. Menyelenggarakan koordinasi kerjasama dengan berbagai pihak
dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan kesatuan
bangsa dan politik;

c. Merumuskan kebijakan teknis dan mediasi penyelesaian perselisihan
antar kecamatan dan nagari serta penyelesaian perselisihan di
masyarakat;

d. Menetapkan kontrak kinerja serta menandatangani daftar sistem
kinerja pegawai (SKP) pada akhir tahun;

e. Menyelenggarakan fasilitasi pendidikan pengembangan sistem politik
dan sosialisasi kebijakan politik serta peningkatan komitmen
Persatuan dan Kesatuan Nasional;

f. Menyelenggarakan pemberian rekomendasi perizinan riset/penelitian;

g. Menyelenggarakan fasilitasi hubungan Lembaga Legislatif dan
Eksekutif serta Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif,
penyelenggaraan KOMINDA, Pemilihan Umum, Pengawasan Orang
Asing dan Pengembangan Komunikasi Politik, Informasi dan Media

Massa;



. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanan sosialisasi penegakan
hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), keserasian kebijakan
peningkatan kualitas anak dan pendidikan serta pengkajian masalah
strategis dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
narkoba dan penyakit masyarakat;

Menyelenggarakan pembinaan dan mengendalikan semua kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta wajib menerapkan asas
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal
baik dalam internal Badan maupun satuan organisasi dalam lingkup
pemerintah daerah serta instansi lainnya di daerah;

Menetapkan pengorganisasian dan mengarahkan semua

jabatan/eselon dilingkungan badan kesatuan bangsa dan politik
dalam melaksanakan kebijakan teknis maupun koordinasi antar
instansi;

. Menetapkan standar dan pedoman pelaksanaan pelayanan umum di

bidang kesatuan bangsa dan politik dan mengkoordinasikan
penyelenggaraan  ketatalaksanaan dan ketatausahaan badan
kesatuan bangsa dan politik;
Menyelenggarakan pembinaan dan memberikan petunjuk/arahan
bagi pelaksanaan tugas bawahan serta menilai prestasi kerja
bawahan sebagai bahan pertimbangan karir dan mengevaluasi
pelaksanaan semua kebijakan teknis yang telah ditetapkan secara
periodik dan melakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat;

. Menetapkan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui
sekretaris daerah;

. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang kesatuan bangsa dan politik

sesuai ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang telah ditetapkan

oleh Bupati.



Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 5

Tugas pokok dan fungsi sekretaris badan kesatuan bangsa dan politik

adalah membantu kepala badan kesatuan bangsa dan politik

melaksanakan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan umum dan

teknis badan kesatuan bangsa dan politik serta mengorganisasikan fungsi

kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud,

sekretaris badan kesatuan bangsa dan politik, mempunyai uraian tugas:

a.

Merumuskan perencanaan program dan kegiatan badan kesatuan
bangsa dan politik berdasarkan rencana strategis badan kesatuan
bangsa dan politik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Melaksanakan pengorganisasian kegiatan sekretariat dan seluruh
bidang dalam badan kesatuan bangsa dan politik;

Melaksanakan kontrak kinerja dengan para kepala sub bagian
dilingkup sekretariatan setiap awal tahun dan menandatangani
daftar sistem kinerja pegawai (SKP) pada akhir tahun;

Melaksanakan pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada para kepala sub bagian, sesuai dengan tugas dan
fungsinya, membina dan memotivasi bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan
karier bawahan serta memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan
menilai pelaksanaan tugas bawahan;

Mengatur dan mengelola penyediaan informasi dan dokumen yang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan
kesatuan bangsa dan politik;

Melaksanakan penghimpunan bahan-bahan pembinaan organisasi
dan mengatur tatalaksana, penelitian dan pengembangan badan
kesatuan bangsa dan politik;

Melaksanakan penatausahaan administrasi dan perlengkapan badan

kesatuan bangsa dan politik;



h. Merumuskan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA),
Rencana Kinerja Tahunan serta pedoman pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal

i. Melaksanakan koordinasi bahan penyusunan Perencanaan Kinerja
dan laporan akuntabilitas kinerja badan kesatuan bangsa dan politik;

j- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas sub
bagian tata usaha, sub bagian penyusunan program serta sub bagian
keuangan dan perlengkapan;

k. Merumuskan penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala
maupun sewaktu-waktu kepada kepala badan kesatuan bangsa dan
politik;

1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan

kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, sekretaris badan kesatuan bangsa dan politik

membawahkan :

Paragraf 1
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian tata usaha adalah membantu
sekretaris melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua
satuan unit dibidang ketatausahaan meliputi perencanaan, pelaporan,
kepegawaian, keuangan rumah tangga, keprotokolan, perlengkapan dan
peralatan kantor serta pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian tata

usaha.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud,

kepala sub bagian tata usaha, mempunyai uraian tugas :

a. Menyusun perencanaan kegiatan sub bagian tata usaha sebagai
penjabaran lebih lanjut dari program kerja sekretariat sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. Melakukan penghimpunan peraturan perundang undangan dan
ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran

pelaksanaan tugas;



Merumuskan pengolahan data tata usaha dan kerumahtanggaan
serta mengolah dan menyelesaikan proses persuratan;

Memproses kontrak kinerja dengan bawahan setiap awal tahun dan
menandatangani daftar sistem kinerja pegawai (SKP) pada akhir
tahun;

Melakukan pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan, membina dan memotivasi bawahan dalam
rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas, dan
pengembangan karier bawahan;

Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan dan adminsitrasi
keuangan, menulis informasi kegiatan/acara dan jadwal acara Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Melaksanakan kegiatan penataan ruangan kerja dan ruang rapat
pimpinan;

Melakukan penyimpanan dan mengagendakan bahan usul perbaikan
gedung kantor dan pengadaan peralatan kantor;

Melakukan kegiatan pemeliharaan gedung kantor dan
perawatan/perbaikan peralatan kantor Mengusulkan bahan
kelengkapan kantor;

Melakukan pengorganisiran pekerjaan pengetikan dan sistim
komputerisasi kantor;

Melaksanakan pencatatan,pengarsipan dan memeriksa kelengkapan
persuratan kantor, menyiapkan dan menanda tangani tanda terima
surat atau barang lainnya;

Melakukan tindak lanjut surat dan mendistribusikan surat sesuai isi
disposisi kepala kantor;

. Melakukan inventarisir dan mendata jumlah pegawai negeri sipil dan
pegawai kontrak badan kesatuan bangsa dan politik;

Melakukan fasilitasi terciptanya stabilitas organisasi dan disiplin
pegawai Negeri sipil dilingkup badan kesatuan bangsa dan politik;
Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala maupun
sewaktu-waktu kepada sekretaris;

Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai

ketentuan yang berlaku.



Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

Pasal 9

Tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian penyusunan program adalah
membantu sekretaris melaksanakan penyelenggaraan urusan
perencanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan
badan kesatuan bangsa dan politik serta pelaksanaan program dan

kegiatan sub bagian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud,
kepala sub bagian perencanaan dan evaluasi, mempunyai uraian tugas:

a. Menyusun perencanaan kegiatan sub bagian perencanaan dan
evaluasi sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja
sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT),
penetapan kinerja, LKIP, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi
fisik program pembangunan;

c. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait penyusunan
perencanaan dan evaluasi kegiatan badan kesatuan bangsa dan
politik;

d. Melakukan tindak lanjut laporan pelayanan dan membuat laporan
tahunan;

e. Memproses kontrak kinerja dengan bawahan setiap awal tahun dan
menandatangani daftar sistem kinerja pegawai (SKP) pada akhir
tahun;

f. Melakukan pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan, membina dan memotivasi bawahan dalam
rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas, dan
pengembangan karier bawahan;

g. Melaksanakan pengendalian dan pelaporan dan menghimpun
petunjuk tekhnis yang berhubungan dengan penyusunan program;

h. Melakukan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan
masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya;

i. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan

petunjuk operasional bidang penyusunan program;



j- Merancang pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas
dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;

k. Malakukan fasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja,
sosialisasi dan bimbingan teknis;

. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala maupun
sewaktu-waktu kepada sekretaris;

m. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai

ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Perlengkapan

Pasal 11

Tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian keuangan dan perlengkapan
adalah membantu sekretaris melakukan penyelenggaraan dan
pengelolaan keuangan dan perlengkapan badan kesatuan bangsa dan
politik serta pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian keuangan dan

perlengkapan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud,

kepala sub bagian keuangan dan perlengkapan, mempunyai uraian tugas:

a. Menyusun perencanaan kegiatan sub bagian keuangan dan
perlengkapan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja
sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan
keuangan dinas;

c. Menyusun laporan  pertanggungjawaban atas  pelaksanaan
pengelolaan keuangan dinas;

d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang
perlengkapan;

e. Memproses kontrak kinerja dengan bawahan setiap awal tahun dan
menandatangani daftar sistem kinerja pegawai (SKP) pada akhir

tahun;



f. Melakukan pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan, membina dan memotivasi bawahan dalam
rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas, dan
pengembangan karier bawahan;

g. Merancang penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta
melakukan inventarisasi barang yang merupakan aset badan
kesatuan bangsa dan politik;

h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala maupun
sewaktu-waktu kepada sekretaris;

i. Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai

ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa

Pasal 13

Tugas Pokok dan fungsi kepala bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan
dan karakter bangsa adalah membantu kepala badan kesatuan bangsa
dan politik melaksanakan pengorganisasian kebijakan teknis bidang bina
ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa serta mengendalikan

pelaksanaan program dan kegiatan teknis bidang.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud,
kepala bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa,
mempunyai uraian tugas:

a. Merumuskan perencanaan program dan kegiatan bidang bina
ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa sebagai
penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis badan kesatuan
bangsa dan politik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan data penyusunan
Perencanaan bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan
karakter bangsa;

c. Merumuskan pembinaan dan fasilitasi penyusunan perencanaan

bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;



d. Merumuskan kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur
Kesatuan bangsa dan politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan
konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang
asing dan lembaga swadaya masyarakat;

e. Merumuskan perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan yang
meliputi segi—segi bidang kehidupan masyarakat;

f. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyusunan
perencanaan bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan
karakter bangsa sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pusat
maupun daerah dalam rangka keterpaduan perencanaan.

h. Melaksanakan penelitian keakuratan berbagai data dan informasi
yang akan dijadikan bahan penyusunan rencana teknis bidang
sesuai ketentuan yang berlaku;

i. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi dibidang bina
ideologi, wawasan kebangsaandan karakter bangsa sesuai ketentuan
yang berlaku.

j- Melaksanakan kontrak kinerja dengan para kepala sub bidang di
bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa
setiap awal tahun dan menandatangani daftar sistem kinerja pegawai
(SKP) pada akhir tahun;

k. Melaksanakan pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan, membina dan memotivasi bawahan dalam
rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas, dan
pengembangan karier bawahan;

. Merumuskan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala
maupun sewaktu—- waktu kepada kepala badan kesatuan bangsa dan
politik;

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan

kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala bidang bina ideologi, wawasan

kebangsaan dan karakter bangsa membawahkan :



Paragraf 1
Kepala Sub Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 15

Tugas pokok dan fungsi kepala sub bidang bina ideologi dan wawasan

kebangsaan adalah membantu kepala bidang bina ideologi, wawasan

kebangsaan dan karakter bangsa melakukan penyelenggaraan kebijakan

urusan bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan serta pelaksanaan

program dan kegiatan sub bidang.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud,

kepala sub bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, mempunyai

uraian tugas:

a.

Menyusun perencanaan kegiataan sub bidang bina ideologi dan
wawasan kebangsaan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program
kerja bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Melakukan koordinasi program dan kegiatan bina ideologi dan
wawasan kebangsaan kepada masyarakat, generasi muda dan pelajar
di daerah;

Melakukan penyelenggaraan sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan
terkait bina ideologi dan wawasan kebangsaan bagi seluruh lapisan
masyarakat;

Melakukan kordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dengan
satuan kerja terkait di pusat maupun di daerah;

Memproses kontrak kinerja dengan bawahan setiap awal tahun dan
menandatangani daftar sistem kinerja pegawai (SKP) pada akhir
tahun;

Melakukan pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan, membina dan memotivasi bawahan dalam
rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas, dan
pengembangan karier bawahan;

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun
sewaktu- waktu kepada kepala bidang bina ideologi, wawasan

kebangsaan dan karakter bangsa;



h.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang
bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa
Pasal 17

Tugas pokok dan fungsi kepala sub bidang pembinaan karakter bangsa

adalah membantu kepala bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan

karakter bangsa melakukan penyelenggaraan urusan bidang pembinaan

karakter bangsa serta pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud,

kepala sub bidang pembinaan karakter bangsa, mempunyai uraian tugas:

a.

Melakukan koordinasi penyusunan Perencanaan Sub Bidang

Pembinaan Karakter Bangsa;

. Melakukan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pembinaan karakter

bangsa;

Merumuskan kegiatan koordinasi program dan kegiatan Pembinaan
Karakter Bangsa kepada masyarakat, generasi muda dan pelajar di
daerah;

Melakukan sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan terkait pembinaan
karakter bangsabagi seluruh lapisan masyarakat;

Melakukan kordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dengan
satuan kerja terkait di pusat maupun di daerah;

Memproses kontrak kinerja dengan bawahan setiap awal tahun dan
menandatangani daftar sistem kinerja pegawai (SKP) pada akhir
tahun;

Melakukan pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan, membina dan memotivasi bawahan dalam
rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas, dan
pengembangan karier bawahan;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun
sewaktu- waktu kepada kepala bidang bina ideologi, wawasan

kebangsaan dan karakter bangsa;



i.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang bina
ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
Pasal 19

Tugas pokok dan fungsi kepala bidang politik dalam negeri adalah

membantu kepala badan kesatuan bangsa dan politik melaksanakan

pengkoordinasian dan pengkajian sebagai bahan kebijakan bidang politik

dalam negeri serta mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan

teknis bidang.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud,

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, mempunyai uraian tugas :

a.

Merumuskan perencanaan program dan kegiatan bidang politik
dalam negeri sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis
badan kesatuan bangsa dan politik sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

Merumuskan kebijakan dan fasilitas serta monitoring dan evaluasi
implementasi kebijakan politik;

Melaksanakan penyelenggaraan kebijakan dan fasilitasi serta
monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik;

Melaksanakan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi
pendidikan politik;

Melaksanakan perumusan kebijakan dan fasilitas serta monitoring
dan evaluasi kegiatan pemilu dan pemilu kepala dearah;

Memproses kontrak kinerja dengan para kepala sub bidang di bidang
Politik Dalam Negeri setiap awal tahun dan menandatangani daftar
sistem kinerja pegawai (SKP) pada akhir tahun;

Melakukan pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan, membina dan memotivasi bawahan dalam
rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas, dan

pengembangan karier bawahan;



h. Melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada
kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi politik,
kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaaan partai politik,
budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilihan Umum Legislatif,
Presiden maupun Kepala Daerah;

i. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi Pusat maupun
Daerah dalam rangka keterpaduan perencanaan;

j- Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi dibidang
Politik sesuai ketentuan yang berlaku;

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun
sewaktu- waktu kepada kepala badan kesatuan bangsa dan politik;

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan kesatuan

bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala bidang politik dalam negeri

membawahkan :

Paragraf 1
Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya Dan Etika Politik
Pasal 21

tugas pokok dan fungsi kepala sub bidang pengembangan budaya dan
etika politik adalah membantu kepala bidang politik dalam negeri
melakukan pengembangan budaya dan etika berpolitik yang baik serta

pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud,
kepala sub bidang pengembangan budaya dan etika politik, mempunyai
uraian tugas:

a. Menyusun perencanaan kegiatan sub bidang pengembangan budaya
dan etika politik sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja
bidang politik dalam negeri sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Melakukan pembinaan dan fasilitasi pengembangan budaya dan etika
politik;

c. Melakukan koordinasi program dan kegiatan pengembangan budaya
dan etika politik kepada masyarakat, generasi muda dan pelajar di

daerah;



d. Merancang dan melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan
terkait pengembangan budaya dan etika politik bagi seluruh lapisan
masyarakat;

e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau
lembaga terkait di bidang pengembangan etika politik;

f. Merumuskan kegiatan fasilitasi pengembangan etika politik untuk
mewujudkan kesetaraan pola pikir di lingkungan aparat pemerintah
dan masyarakat;

g. Merumuskan penyiapan bahan pendidikan etika politik untuk
memantapkan pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang rasional
dalam upaya perwujudan demokratisasi;

h. Memproses kontrak kinerja dengan bawahan setiap awal tahun dan
menandatangani daftar sistem kinerja pegawai (SKP) pada akhir
tahun;

i. Melakukan pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan, membina dan memotivasi bawahan dalam
rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas, dan
pengembangan karier bawahan;

j- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun
sewaktu- waktu kepada kepala bidang politik dalam negeri;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang politik

dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik Dan Pemilu

Pasal 23

tugas pokok dan fungsi kepala sub bidang fasilitasi partai politik dan
pemilu adalah membantu kepala bidang politik dalam negeri
melaksanakan pembinaan politik masyarakat, pengembangan politik dan
etika, perilaku politik yang demokratis serta pelaksanaan program dan

kegiatan sub bidang.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud,
kepala sub bidang fasilitasi partai politik dan pemilu, mempunyai uraian

tugas:



Menyusun perencanaan kegiatan sub bidang fasilitasi partai politik
dan pemilu sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja bidang
politik dalam negeri sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Melakukan penghimpunan dan pengolahan peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya
yang berhubungan dengan fasilitasi partai politik dan pemilu sebagai
pedoman dan landasan kerja;

Melaksanakan, mencari, mengumpulkan, menghimpun dan
mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan fasilitasi
partai politik dan pemilu;

Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan
dengan fasilitasi partai politik dan pemilu serta menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah;

Melaksanakan koordinasi penetapan kebijakan operasional ( merujuk
kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi)
sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan,
kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan partai politik,
fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;

Melaksanakan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik,
kelembagaan politik pemerintah, kelembagaan partai politik, budaya
dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah di
kecamatan, nagari dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi
dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan,
pengembangan partai politik pemerintahan, kelembagaan partai
politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan
pilkada;

Memproses kontrak kinerja dengan bawahan setiap awal tahun dan
menandatangani daftar sistem kinerja pegawai (SKP) pada akhir
tahun;

Melakukan pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan, membina dan memotivasi bawahan dalam
rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas, dan
pengembangan karier bawahan;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun

sewaktu- waktu kepada kepala bidang politik dalam negeri;



k.

Melaksanakan tugas-tuags lain yang diberikan oleh kepala bidang

politik dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Oraganisasi

Kemasyarakatan

Pasal 25

Tugas pokok dan fungsi kepala bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya

dan organisasi kemasyarakatan adalah membantu kepala badan kesatuan

bangsa dan politik melakukan pengorganisasian kebijakan teknis bidang

ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan serta

mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis bidang.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud,

kepala bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi

kemasyarakatan, mempunyai uraian tugas:

a.

Merumuskan perencanaan program dan kegiatan bidang ketahanan
ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan sebagai
penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis badan kesatuan
bangsa dan politik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Melaksanakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi penyusunan
perencanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan
organisasi kemasyarakatan;

Melaksanakan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan
(bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian,
pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan
ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan kerjasama dengan pihak
terkait dalam rangka penyusunan perencanaan bidang ketahanan
ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan sesuai
ketentuan yang berlaku;

Melaksanakan keakuratan berbagai data dan informasi yang akan
dijadikan bahan penyusunan rencana teknis bidang kehidupan

masyarakat maupun internal badan kesatuan bangsa dan politik;



f. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi dibidang
pengembangan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi
kemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku;

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun
sewaktu-waktu kepada kepala badan kesatuan bangsa dan politik;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan

kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, kepala bidang ketahanan ekonomi, sosial

budaya dan organisasi kemasyarakatan membawahkan :

Paragraf 1
Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
Pasal 27

Tugas pokok dan fungsi kepala sub bidang ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya adalah membantu kepala bidang ketahanan ekonomi, sosial
budaya dan organisasi kemasyarakatan melakukan penyelenggaraan
urusan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta pelaksanaan

program dan kegiatan sub bidang.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud,
kepala sub bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, mempunyai
uraian tugas :

a. Menyusun perencanaan kegiatan sub bidang ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja
bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi
kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Melakukan pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat
terkait ekonomi, sosial dan budaya di daerah;

c. Melakukan koordinasi program pengembangan kapasitas dengan
instansi terkait di daerah;

d. Melakukan sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan terkait
pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya bagi
masyarakat maupun internal badan;

e. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;



f. Memproses kontrak kinerja dengan bawahan setiap awal tahun dan
menandatangani daftar sistem kinerja pegawai (SKP) pada akhir
tahun;

g. Melakukan pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan, membina dan memotivasi bawahan dalam
rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas, dan
pengembangan karier bawahan;

h. Melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dengan
satuan kerja terkait di pusat maupun di daerah;

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun
sewaktu- waktu kepada kepala bidang ketahanan ekonomi, sosial
budaya dan organisasi kemasyarakatan;

j- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang
ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 29

Tugas pokok dan fungsi kepala sub bidang organisasi kemasyarakatan
adalah membantu kepala bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan
organisasi kemasyarakatan melakukan pengumpulan bahan pelaksanaan
kebijakan dalam hubungan dengan dan antar organisasi kemasyarakatan
/ lembaga masyarakat serta pelaksanaan program dan kegiatan sub

bidang.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud,
kepala sub bidang organisasi kemasyarakatan, mempunyai uraian tugas :
a. Menyusun  perencanaan kegiatan sub bidang  organisasi
kemasyarakatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja
bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi

kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



b. Melakukan pengumpulan bahan perumusan kebijakan dalam rangka
mediasi dan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan hubungan
dengan dan antar organisasi kemasyarakatan/lembaga
masyarakat sebagai pedoman kepala bidang ketahanan ekonomi,
sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan untuk menyiapkan
perumusan kebijakan;

c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun
horizontal untuk perencanaan dan pelaksanaan program/
kegiatan hubungan dengan dan antar organisasi kemasyarakatan/
lembaga masyarakat ;

d. Memproses kontrak kinerja dengan bawahan setiap awal tahun dan
menandatangani daftar sistem kinerja pegawai (SKP) pada akhir
tahun;

e. Melakukan pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan, membina dan memotivasi bawahan dalam
rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas, dan
pengembangan karier bawahan;

f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun
sewaktu- waktu kepada kepala bidang ketahanan ekonomi, sosial
budaya dan organisasi kemasyarakatan;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang
ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Kepala Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 31

Tugas pokok dan fungsi kepala bidang penanganan konflik dan
kewaspadaan nasional adalah membantu kepala badan kesatuan bangsa
dan politik melaksanakan perumusan kebijakan dalam rangka mediasi
dan fasilitasi penanganan konflik dan kewaspadaan nasional serta

mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis bidang.



Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud,

kepala bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional,

mempunyai uraian tugas:

a.

Merumuskan perencanaan program dan kegiatan bidang penanganan
konflik dan kewaspadaan nasional sebagai penjabaran lebih lanjut
dari rencana strategis badan kesatuan bangsa dan politik sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

Melaksanakan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur
(SOP) setiap kegiatan yang telah disusun oleh Kepala Sub Bidang;
Melakukan pembinaan masyarakat dibidang kewaspadaan dini
masyarakat, kerja sama intelijen, pembinaan masyarakat dan tenaga
kerja, pengawasan warga negara asing (WNA), warga keturunan dan
lembaga asing;

Mensosialisasikan kebijakan penanganan ancaman, tantangan,
hambatan dan gangguan (ATHG) di bidang mental, idiologi,
radikalisme dan sosial budaya;

Melaksanakan pemberian rekomendasi penelitian, pengumpulan data
ilmiah, survei dan research dan penelitian objek lainnya yang
dilakukan oleh mahasiswa, lembaga niralaba lainnya, lembaga
pemerintah dan organisasi lainnya dalam lintas kabupaten;
Mengembangkan kegiatan monitoring setiap pelaksanaan kegiatan
lapangan yang berhubungan dengan izin/rekomendasi yang telah
dikeluarkan.

Melakukan pemantauan terhadap pendirian tempat-tempat ibadah
yang dapat mempengaruhi kehidupan dan kerukunan umat
beragama;

Melaksanakan kontrak kinerja dengan para kepala sub bidang di
bidang Politik Dalam Negeri setiap awal tahun dan menandatangani
daftar sistem kinerja pegawai (SKP) pada akhir tahun;

Melaksanakan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan, membina dan memotivasi bawahan dalam
rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas, dan

pengembangan karier bawahan;



j- Merumuskan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala
maupun sewaktu-waktu kepada kepala badan kesatuan bangsa dan
politik;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan kesatuan

bangsa dan politik sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, kepala bidang penanganan konflik dan

kewaspadaan nasional membawahkan :

Paragraf 1
Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik
Pasal 33

Tugas pokok dan fungsi kepala sub bidang penanganan konflik adalah
membantu kepala bidang penanganan konflik dan kewaspadaan dini
melakukan penyelenggaraan urusan bidang ketahanan ekonomi, sosial

dan budaya serta pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud,
kepala sub penanganan konflik, mempunyai uraian tugas :

a. Menyusun perencanaan kegiatan sub bidang penanganan konflik
berdasarkan program kerja bidang penanganan konflik dan
kewaspadaan nasional sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. Memproses kontrak kinerja dengan bawahan setiap awal tahun dan
menandatangani daftar sistem kinerja pegawai (SKP) pada akhir
tahun;

c. Melakukan pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan, membina dan memotivasi bawahan dalam
rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas, dan
pengembangan karier bawahan;

d. Melakukan penghimpunan peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan sub bidang penanganan konflik
secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan

pengetahuan dan kemampuan;



Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang
tugas sub bidang penanganan konflik secara rutin maupun berkala
sebagai bahan dasar pemecahan masalah;

Melakukan evaluasi hasil kegiatan sub bidang penanganan konflik
berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan
penyempurnaannya;

Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam
rangka rehabilitas dan rekonsiliasi pasca konflik;

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi
pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan;

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi
pelaksanaan penanganan konflik sosial di masyarakat;

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun
sewaktu- waktu kepada kepala bidang penanganan konflik dan
kewaspadaan dini;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang
penanganan konflik dan kewaspadaan dini sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

Paragraf 2

Kepala Sub Bidang Kewaspadayaan Dini, Analisis, Evaluasi, Informasi

Dan Kebijakan Strategis

Pasal 35

Tugas pokok dan fungsi kepala sub bidang kewaspadayaan dini, analisis,

evaluasi, informasi dan kebijakan strategis adalah membantu kepala

bidang penanganan konflik dan kewaspadaan dini melakukan perumusan

kebijakan dalam rangka kewaspadaan dini dan kerjasama intelkam serta

pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud,

kepala sub bidang kewaspadayaan dini, analisis, evaluasi, informasi dan

kebijakan strategis, mempunyai uraian tugas :

a.

Menyusun perencanaan kegiatan sub bidang kewaspadayaan dini,
analisis, evaluasi, informasi dan kebijakan strategis berdasarkan
program kerja bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;



b. Merumuskan, menghimpun dan mempelajari berbagai peraturan-
peraturan Juklak dan Juknis yang berkaitan dengan bidang tugas;

c. Melakukan kajian tentang kewaspadaan daerah dengan kerjasama
intelkam;

d. Melakukan pengolahan data dalam rangka menyusun kajian tentang
Kewaspadayaan Dini, Analisis, Evaluasi, Informasi Dan Kebijakan
Strategis;

e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau
lembaga terkait untuk penyusunan kegiatan-kegiatan dibidang
Kewaspadayaan Dini, Analisis, Evaluasi, Informasi Dan Kebijakan
Strategis;

f. Melakukan pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan,
kecamatan, kelurahan / desa dan masyarakat ( koordinasi,
penelitian, pemantauan dan pembentukan tim kewaspadaan )
dibidang Kewaspadayaan Dini, Analisis, Evaluasi, Informasi Dan
Kebijakan Strategis;

g. Melakukan evaluasi dan pembuatan laporan-laporan kegiatan
dibidang Kewaspadayaan Dini, Analisis, Evaluasi, Informasi Dan
Kebijakan Strategis;

h. Melakukan kegiatan fasilitasi pembinaan sebagai upaya
pemeliharaan kamtibmas;

i. Menyusun laporan semester I, II, FKDM dan Kominda;

j- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun
sewaktu- waktu kepada kepala bidang penanganan konflik dan
kewaspadaan nasional;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang
penanganan konflik dan kewaspadaan nasional sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 37

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) mempunyai tugas melaksanakan
tugas operasional badan kesatuan bangsa dan politik di wilayah kerjanya
masing — masing yang meliputi pembinaan, bimbingan, penyuluhan dan

pelatihan di bidang kesatuan bangsa dan politik.



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi badan
kesatuan bangsa dan politik yang membutuhkan ketrampilan tertentu
serta atas dasar kebutuhan badan kesatuan bangsa dan politik dapat
dibentuk kelompok jabatan fungsional,

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang
keahliannya;

Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga senior yang
ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan
pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka Peraturan Bupati

Maluku Barat Daya Nomor 44 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan

Struktural Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku

Barat Daya dinyatakan tidak berlaku lagi.



BAB V

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur
Pada ta ggal?b}Juni 2017

BUPA MALI)H%U BARAT DAYA

BARNABAS NATANIEL ORNO
Diundangkan di Tiakur
Pada tanggal, 2 Juni 2017

Plt. SEKRETARI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

S STAMILOY
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2017
NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
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RUFINA MELSASAIL, SH
NIP. 19770731 200312 2 006



